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“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
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Pasal 28 Huruf F UUD 1945



Tujuan UU KIP
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642

Menjamin hak warga 

negara mengetahui 

rencana pembuatan 

kebijakan publik, program 

kebijakan publik dan 

proses pengambilan 

keputusan publik

Meningkatkan
Peran Aktif
Masyarakat

Mengenmbangkan Ilmu
Pengetahuan dan 

Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa

Partisipasi Masyarakat 
dalam pengambilan

Kebijakan

Good 
Government;Mewujudkan
Penyelenggaraan Negara 

yang Transparan

Meningkatkan
Pengelolaan dan 

Pelayanan Informasi
Publik



DESA

Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
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Informasi Publik Desa
Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 
Pemerintah Desa yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Badan Publik Desa

3
BUM Desa

1

Pemerintah Desa

2

Badan 
Permusyawaratan

Desa
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4

Badan Kerjasama
Antar Daerah (BKAD)
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Kepala Desa

(Atasan PPID 
Desa)

PPID 
Pelaksana

PPID 
Pelaksana

PPID 
Pelaksana

Sekretaris Desa

(PPID Desa)

STRUKTUR PPID DESA



Alur Pemohonan Informasi dan 
Keberatan???
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MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI
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Pemohon Informasi 

mengajukan ke PPID 

Desa

PPID Desa 

mencatat semua 

yang diminta oleh 

Pemohon 

PPID Desa memberikan 

jawaban paling lambat 

10 hari kerja, dan dapat 

diperpanjang 7 hari 

kerja kepada Pemohon



MEKANISME KEBERATAN INFORMASI
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Pemohon Informasi 

dapat mengajukan 

keberatan ke Atasan  

PPID Desa atas 

jawaban Informasi 

oleh PPID Desa

Atasan PPID Desa 

menanggapi atas 

keberatan Pemohon 

paling lambat 30 hari 

kerja. 

TIDAK 
MENERIMA

MENERIMA

Pemohon 

Informasi dapat 

mengajukan 

sengketa ke 

Komisi Informasi



ANGGARAN DANA DESA 
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TOTAL2021202020192018201720162015

20,67 TRILIYUN
280,3 Juta/Desa
Di 74.953 Desa

60 TRILIYUN
800,4 Juta/Desa
Di 74.910 Desa

70 TRILIYUN
933,9 Juta/Desa
Di 74.953 Desa

72 TTILIYUN
960,6 Juta/Desa
Di 74.961 Desa

46,98 TRILIYUN
643,6 Juta/Desa
Di 75.754 Desa

60 TRILIYUN
800,4 Juta/Desa
Di 74.957 Desa

71,2 TRILIYUN
960,6 Juta/Desa
Di 74.953 Desa

400,85 TRILIYUN



MENGAPA 
DESA HARUS 
TERBUKA??

▷ Menaruh Kepercayaaan dari Masyarakat 
kepada Pemerintah Desa

▷ Menghindari Pemohon Informasi yang tidak
beritikad baik

▷ Penguatan Perekonomian Desa
▷ Investasi dari luar 12



SAMPEL DATA SENGKETA 
INFORMASI DESA

2021 2022

JAWA 
TENGAH 135 95

JAWA TIMUR 15 16

BANTEN 23 5
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INFORMASI YANG DIMINTA
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APB DES

DOK LAINNYA

LPJ AP DESA

KONTRAK/PERJANJIAN

SK

PERATURAN DESA

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Surat Keputusan Kepala Desa

Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pengerjaan Proyek

Peraturan yang dikeluarkanKepdes

Jumlah Total Anggaran Tahunan

Lain-lain 
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M.Fachri

Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan 
Desa dan Perdesaa
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Transformasi Keterbukaan
Informasi Publik Desa

Menetapkan PPID
Kepala Desa menetapkan SK Tim 
PPID Desa

Peraturan Desa 
Menetapkan Perdes Keterbukaan
Informasi

Alur Pelayanan Informasi
Segala Pelayanan Informasi harus
sesuai dengan UU KIP; UU 14 
Tahun 2008

Anggaran Layanan 
Menganggarkan bagi layanan
informasi publik

Sarana dan Prasarana
Sarpras Layanan InformasiPublik. 
Eg; Papan Pengumuman, Meja
Layanan

Mutahirkan Data
Memutahirkan data dan juga 
menyediakan dan memberikan
Informasi Publik
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“
▷ Penerapan Keterbukaan Informasi

Publik Desa
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